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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan  pedoman transliterasi 

berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Konsonan 

 

Huruf Nama Penulisan 

 Alif tidak dilambangkan ا

 Ba B ب

 Ta T ت

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ر

 Zai Z ز

 Sin S س

 Syin Sy ش

 Sad Sh ص

 



 
 

 
 

 Dad D De (dengan titik ض

dibawah) 

 Ta T Te (dengan titik ط

dibawah) 

 Za Z Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain                „ terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

 

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, 

jika ia terletak di tengah ataiu di akhir, maka di tulis dengan tanda ( 
, 

) 

 

 

 



 
 

 
 

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).  

 

3. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 

  َ    Fathah 

  َ    Kasrah 

و
   Dammah 

 

4. Vokal Rangkap  

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat 

dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 

  

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 Fathah dan wau Au a dan u و

 

Contoh: 

 kaifa :  كيف 

 haula : حول

 amana : امن

 

5. Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi 

berupa huruf dan tanda. 



 
 

 
 

 

Harakat dan huruf Tanda baca Keterangan 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis panjang di atas ا ي

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ا ي

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas ا و

 

Contoh: 

 qāla subhānaka :  قال سبحنك

 shāma ramadlāna :  صام رمضان 

 

 

 

6. Ta' Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: 

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, 

maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya 

adalah /h/. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang 

memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan /h/. 

 

Contoh:   

 Raudatul athfāl روضة الاطفال 

 al-Madīnah al-munawwarah المدينة المنورة

 

  



 
 

 
 

7. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.  

 

Contoh:  

 Rabbanā ربنا

 Nazzala نزل

           

 

8. Kata Sandang  

Diikuti oleh Huruf  Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan 

huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai seperti 

berikut: 

 

Contoh:    

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu Bukan At-tawwābu التواب

 Al-syamsu Bukan Asy-syamsu الشمس

   

Diikuti oleh Huruf Qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan 

di atas dan dengan bunyinya.  

 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-badiꞌu Al-badīꞌu البديع



 
 

 
 

 Al-qamaru Al-qamaru القمر

 

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-). 

 

9. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah 

tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif. 

  

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Ta `khuzūna تأخذون

 Asy-syuhadā`u الشهداء

  Umirtu أومرت

 Fa`tībihā فأتي بها

 

10. Penulisan Huruf  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut: 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn وإن لها لهوخيرالرازقين

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فاوفوا الكيل والميزان
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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme 

Pengupahan Pengiriman paket barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang 

Palembang”. Dua hal yang menjadi titik fokus permasalahan. Pertama, bagaimana 

mekanisme Pengupahan Pengiriman paket barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir 

(JNE) Cabang Palembang. Kedua, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap 

mekanisme Pengupahan Pengiriman paket barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir 

(JNE) Cabang Palembang. 

 Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

(field research). Sumber data pustaka yang terdiri dari hukum primer, sekunder dan 

tersier. Bahan Data primer merupakan sumber data pokok yang berbentuk pendapat para 

konsumen yang menggunakan jasa layanan Jalur Nugraha Ekakurir dan pendapat Unit 

Head Marketing Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang. Sumber data sekunder yaitu 

data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-

objek yang diteliti melalui buku-buku  pedoman, literatur  yang  disusun oleh para ahli 

yang berhubungan dengan masalah. Sedangkan sumber data tersier yaitu data-data 

tambahan yang menjadi rujukan seperti artikel, jurnal dan internet. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data yang 

telah didapatkan melalui pengumpulan data diseleksi dan diteliti kelengkapannya dan 

dianalisis secara deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang 

menemukan bahwa terdapat sistem pembulatan timbangan, ada dua sistem yaitu : aktual 

dan volumetrik. Di dalam sistem aktual berlakunya sistem pembulatan keatas dan 

kebawah yang diberlakukan kepada konsumen. Ada yang merasa dirugikan ada pula 

merasa diuntungkan. Dalam hal tersebut Islam sudah mengatur tentang timbangan sesuai 

dengan firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-A‟raf ayat 85. Sedangkan di dalam sistem 

volumetrik apabila barang tersebut tidak sesuai antara berat dan besarnya maka 

menggunakan hitungan volume dari barang tersebut dengan mengukur ukuran (panjang, 

lebar dan tinggi) barang yang akan dikirim tersebut  

Dengan hasil penghitungan itu apabila hasilnya kurang dari 3 kg maka akan 

mengikuti sistem aktual tetapi jika hasil penghitungan itu hasilnya lebih dari 3 kg maka 

akan mengikuti sistem volumetrik  yaitu dengan menghitung volume barang tersebut. Di 

dalam jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang 

Palembang sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam 

bertransaksi terutama dalam pengiriman barang. Di dalam fiqh muamalah termasuk akad 

ijarah. 

 

Kata Kunci : penimbangan paket barang, ijarah, asas-asas perjanjian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam kehidupan masyarakat, manusia selalu memiliki kepentingan   

dengan manusia yang lain. Hal ini berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam, 

bahwasannya kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang ada di dalam al-Qur‟an. Dari kegiatan ini maka timbullah antara hak dan 

kewajiban. Hubungan  hak dan kewajiban  ini diatur dalam kaidah-kaidah yang 

bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan antara hak dan kewajiban 

yang dipergunakan dalam kepentingan masing-masing. Kaidah-kaidah hukum 

ini yang mana mengatur antara hak dan kewajiban dalam kehidupan 

bermasyarakat itu disebut muamalah. Kegiatan muamalah ini sering terjadi 

dikehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan 

pengawasan, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam ketidakadilan
1
 

Salah satu perwujudan dalam muamalah yang diajarkan oleh Islam antara 

lain adalah jual beli, utang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa ataupun 

upah-mengupah dan lain sebagainya. Manusia dalam melakukan itu tidak bisa 

mengerjakan dengan sendirinya selalu memerlukan kerjasama dengan orang 

lain atau saling keterkaitan dengan orang lain. 

Pada zaman dahulu hingga sekarang  manusia ingin memberikan sesuatu 

kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya yang berjarak jauh, maka 

                                                           
1
Ahmad Azhar Basyir, Azas azas Hukum Mu‟amalat,  (Yogyakarta : UII Press, 1990), 

hlm 11. 



 
 

 
 

perlu adanya bantuan dari orang lain untuk mengirimkan barangnya agar 

barang tersebut sampai ketempat tujuan. Di dalam mengirimkan barang 

tersebut perlu adanya jasa seseorang. Dikarenakan  jaraknya  jauh atau tidak 

ada waktu untuk mengirimkan sendirian kepada seseorang yang dituju. Maka 

dari sinilah berdiri perusahan yang bergerak di bidang  jasa pengiriman barang 

yaitu DHL (Dalsey, Hillblom and lyyn) yang membantu kebutuhan manusia 

untuk mengirim barang 

Saat ini menurut data dari ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa 

Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia) banyak perusahaan 

pengiriman (ekspedisi)
2
 di Indonesia yang terdaftar. Namun hanya sedikit yang  

mampu meraup market share
3
 di dalam bisnis ini beberapa diantaranya PT.Pos 

Indonesia, JNE, TIKI, RPX Holding, Wahana dan Pandu Logistic. Dari 

perusahaan - perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang 

tersebut, setiap perusahaan memiliki berbagai aturan dan sistematika yang 

berbeda dalam menentukan tarif pengiriman barang. 

Dari sekian banyak itu, nama JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) sudah sangat 

terkenal  di mindset para pelaku bisnis online di Indonesia. JNE pun ikut 

berperan sebagai tulang punggung lalu lintas barang dagangan antara penjual 

dan pembeli, serta berperan penting untuk semua orang yang ingin 

                                                           
2
Ekspedisi : 1.  pengiriman surat, barang dsb; 2. Perusahaan pengangkutan barang.   

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3, (jakarta : Balai 

Pustaka,  2007), hlm 289-290 
3
Market share adalah bagian atau persentase penjualan suatu produk atau jasa dalam 

suatu wilayah yang dikendalikan oleh suatu perusahaan.  

http://www.pertanyaan.com/thread/8340-Arti-market-share, diakses tanggal 30 Agustus 2016 

http://www.pertanyaan.com/thread/8340-Arti-market-share


 
 

 
 

memberikan barang kiriman dengan jarak jauh.
4
 Dalam perusahaan Jalur 

Nugraha Ekakurir menawarkan beberapa produk untuk melakukan jasa 

pengangkutan serta pengiriman barang sesuai dengan pemilihan layanan yang 

dilakukan oleh pihak pembeli.. 

Di dalam menentukan tarif pengiriman barang perusahaan melihat dari 

segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya 

(volume) barang, beratnya barang yang akan dikirim dan pemberian tarif 

tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan 

jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.  

Dalam hal tersebut Islam sudah mengatur tentang timbangan sesuai 

dengan firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-A‟raf ayat 85 yang berbunyi:  

رهُُ قلى وَإِلََ مَدْيَنَ أَخَاىُمْ شُعَيْبًا  نَةٌ قلى قاَلَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُوالَله مَالَكُمْ مِنْ إلوٍ غَي ْ قَدْ جَائَ تْكُمْ بَ ي ِّ
زاَنَ وَلََ تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشيَاءَىُ  مْ وَلََ تُ فْسِدُوا فِِ الأرْضِ بَ عْدَ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُواالكَيْلَ وَالميِ ْ

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَْْ قلى إِصْلََحِهَا  ذلِكُمْ خَي ْ  
 

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, 

Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan 

bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata 

dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah 

kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan 

janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan 

memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu 

orang-orang yang beriman." 

 

                                                           
4
http://dionbarus.com/info-lengkap-proses-pengiriman-barang-jne/, diakses tanggal 30 

Agustus 2016. 
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Di dalam al-hadits juga menjelaskan tentang timbangan yaitu sebagai berikut : 

Diriwayatkan oleh ibnu  majah dan ibnu hibban di dalam shahihnya, juga oleh al-

baihaqi 
5
 

فِيْنَ(,  ا قَدِمَ النَّبِيُّ المَدِنةَُ, كَانُ وْا مِنْ أخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاَ, فأنْ زَل الله  )وَيْلٌ لِّلْمُطفَِّ لَمَّ
 فأََحْسَنُوا الْكَيْلَ بَ عْدَ ذلِكَ. 

“Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, mereka adalah orang-orang yang 

paling jahat dalam takar-menakar. Kemudian Allah SWT menurunkan 

FirmanNya, „Celakalah bagi orang-orang yang curang (Al-Muthaffifin:1), 

„maka mereka pun memperbaiki takaran sesudah itu”. 

 

Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

Cabang Palembang juga berkaitan erat dengan persoalan timbangan. PT TIKI 

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang menerapkan prosedur 

tersendiri tentang persoalan mekanisme Pengupahan Pengiriman  terhadap 

barang yang akan dikirim. permasalahan inilah yang akan dikaji lebih lanjut 

apakah telah sesuai/ tidak dengan hukum Islam. dalam sebuah skripsi yang di 

beri judul TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME 

PENGUPAHAN PENGIRIMAN PAKET BARANG DI PT TIKI JALUR 

NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG PALEMBANG 

 

 

                                                           
5
Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib Jilid 4, 

(Jakarta : Pustaka Sahifa, 2007), hlm 82 



 
 

 
 

B. Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI 

Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang ? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Pengiriman 

Paket  Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang ? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini adalah : 

a. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di 

PT.  TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang 

b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan 

Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang 

Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan 

informasi bagi ilmu pengetahuan. Sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater 

b. Untuk memberikan gambaran dan keterangan khususnya kepada 

pembaca dan masyarakat mengenai mekanisme Pengupahan Pengiriman 

di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang. 

 

 



 
 

 
 

D. Penelitian Terdahulu 

Setelah mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada 

perpustakaan Fakultas dan Institut, maka diketahui belum ada skripsi yang 

membahas judul dan masalah ini, namun tema ini sudah ada yang 

membahasnya, diantaranya berjudul : 

Pertama, Muhammad Aditya Ridwan (2014) judul skripsi “Kejujuran 

Timbangan Dalam Proses Jual Beli Getah Karet Di Desa Tebat Agung 

Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim”. Dalam tulisannya 

menyebutkan bahwa proses berlangsungnya Jual Beli Getah Karet di Desa 

Tebat Agung Kec. Rambang Daku Kab. Muara Enim secara rukun dan syarat 

telah memenuhi apa yang dianjurkan oleh fiqh muamalah, yang mana terdapat 

orang yang berjual dan membeli, adanya ijab kabul serta adanya benda yang 

diperjual belikan, tapi terdapat kecurangan dengan cara mengurangi takaran 

timbangan yang merugikan para petani. Hukum islam telah membahas masalah 

pengurangan takaran timbangan dalam transaksi jual beli maupun 

bermuamalah dengan sangat jelas yang terdapat didalam al-qur‟an dan hadist, 

bahwasannya itu dilarang oleh Allah, karena itu merupakan tindak kecuragan 

dan terdapat merugikan orang lain. mereka yang melakukan kecurangan akan 

mendapat celaka besar yang sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-

Mutofifin 1-6.
6
 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aminatuz Zuhriyah dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Wartel Studi 
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Muhammad Aditya Ridwan, Kejujuran Timbangan Dalam Proses Jual Beli Getah Karet 

Di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim,  (Skripsi UIN 

Raden Fatah, Palembang, 2014), hlm 49-50 



 
 

 
 

Kasus Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Simpang Haji Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan” pada tahun 2003. Dalam skripsinya tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembulatan biaya pulsa wartel dibolehkan dalam agama 

islam karena hal tersebut memberikan maslaha. Sedangkan mengenai Profit 

sharingnya ada beberapa ketentuan yang diberikan oleh pihak PT. Telkom 

kepada pemilik wartel sesuai dengan perjanjian. Hukum islam memandang 

pembulatan biaya pulsa wartel dikategorikan sah, hal ini disebabkan oleh 

kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik wartel dengan pengguna jasanya. 

Pembulatan pulsa dilakukan menghilangkan kesulitan mudharat 
7
 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Anisah Febriana dengan judul “Tinjauan 

Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman 

Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang” dalam skripsinya 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep akad yang dilakukan antara 

pihak Jalur Nugraha Ekakurir dengan para konsumen telah memenuhi syarat 

dan rukunnya, dan kesepakatan akad tersebut dilakukan dengan cara tertulis 

sebagaimana di dalam bukti pembayaran tersebut. Dalam segi hukum dan 

sifatanya, akad jasa layanan pengiriman barang tersebut merupakan akad yang 

shahih dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada pihak-pihak 

yang berakad.
8
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Aminatuz Zuhriyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Biaya Pulsa Wartel 

Studi Kasus Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Simpang Haji Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan, (Skripsi Uin Raden Fatah, Palembang, 2003), hlm 7. 
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Anisah Febriani, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan 

Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang, (Skripsi Uin Raden 

Fatah, 2015) hlm 34. 



 
 

 
 

Setelah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu, bahwa terdapat 

perbedaan dari penelitian-penelitan sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu membahas tentang kejujuran 

dalam timbangan, pembulatan harga dan pelaksanaan akad/perjanjian   

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat lebih khusus 

lagi yaitu mengenai Pengupahan Pengiriman Paket Barang yang akan di kirim. 

 

E. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field 

Research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari 

responden dan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan 

permasalahan tersebut
9
 

2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Jalur Nugraha Ekakurir 

Cabang Palembang JL. Mayor Ruslan No. 04 D-E Palembang, dengan objek 

penelitian terhadap mekanisme pengupahan pengiriman 

3. Populasi dan sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti. Yang dijadikan populasi dalam penelitian 

ini adalah Unit Head Marketing, Karyawan JNE Bagian penimbangan 
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barang sebanyak 3 orang dan 3 orang konsumen yang menggunakan 

layanan kurir dalam negeri. Pengambilan sampel dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. 

Tujuan dan pertimbangan pengambilan subjek/sampel penelitian ini 

adalah sampel tersebut menguasai Mekanisme Pengupahan Pengiriman paket 

barang tersebut. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. 

Data Kualitatif adalah data yang berupa kata-kata/tulisan mengenai 

tingkah laku manusia yang dapat diamati sehingga bersifat mendalam 

dan terperinci
10

 

b. Sumber Data 

Sumber data ada tiga yaitu sumber data primer, sumber data 

skunder dan sumber data tersier. Data primer merupakan sumber data 

pokok yang berbentuk pendapat para konsumen yang menggunakan 

jasa layanan Jalur Nugraha Ekakurir dan pendapat Unit Head Marketing 

Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang. Sumber data sekunder 

yaitu data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang 

berhubungan dengan objek-objek yang diteliti melalui buku-buku  

pedoman, literatur  yang  disusun oleh para ahli yang berhubungan 
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 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 

15. 



 
 

 
 

dengan masalah. Sedangkan sumber data tersier yaitu data-data 

tambahan yang menjadi rujukan seperti artikel, jurnal dan internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan jenis peneitian lapangan, yang menggunakan 

data primer merupakan informasi yang dikumpulan secara langsung ke 

lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang di perlukan secara 

metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data secara 

sistematis dengan sengaja, melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

gejala atau hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah yang di 

bahas. 

b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab 

atau wawancara langsung secara mendalam (dept interview) dengan 

menggunakan pedoman wawancara secara tertulis (guide interview) 

c. agar materi wawancara tidak melebar dan tetap fokus terhadap 

permasalahan yang diteliti.. 

d. Dokumentasi merupakan dengan melihat dokumen-dokumen di PT. 

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang Palembang yang dianggap perlu. 

6. Analisis Data 

Data yang telah didapatkan melalui pengumpulan data diseleksi dan 

diteliti kelengkapannya dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 



 
 

 
 

 Menurut Miles dan Huberman, analisis data secara deskriptif kualitatif 

adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan
11

.  

 

F.  Sistematika Pembahasan 

Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika   

penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu : 

Bab Pertama, adalah Bab pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas latar 

belakang munculnya masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, kemudian 

akan dirincikan juga pokok-pokok masalah yang akan dijawab dalam sripsi ini, 

serta tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi 

penelitian yang akan menjadi pijakan dalam penelitian ini. 

Bab kedua, membahas tentang asas-asas perjanjian (akad) dalam islam, teori 

ijarah dalam Fiqh Muamalah dan teori timbangan pada bab ini akan di bahas 

mengenai pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, syarat-syarat 

ijarah dan berakhirnya ijarah. 

Bab Ketiga, membahas profil PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang 

Palembang. Pada bab ini akan dibahas latar belakang berdirinya PT. TIKI Jalur 

Nugraha Ekakurir cabang Palembang, visi dan misi PT. TIKI Jalur Nugraha 

Ekakurir cabang Palembang, struktur oganisasi, produk di PT. TIKI Jalur 

Nugraha Ekakurir Cabang Palembang. 

Bab keempat, membahas Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan 

Pengiriman Paket barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang 
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Palembang, dan Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di  PT. TIKI 

Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang  

Bab  kelima, merupakan penutup. Pada bab ini akan disimpulkan inti jawaban 

atas pokok masalah pada bab pertama dan akan dikemukakan saran-saran 

terkait tentang masalah dibahas yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Islam 

Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis dan 

fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi 

tumpuan berpikir atau berpendapat
12

 istilah lain yang memiliki arti sama 

dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi 

pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.
13

 Mohammad Daud Ali 

mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran 

yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama 

dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.
14

 Dari definisi tersebut apabila 

dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran 

yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang 

perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak 

syari‟ah.  

Dalam hukum kontrak syari‟ah terdapat asas-asas perjanjian yang 

melandasi penegakan dan pelaksanaannya yaitu : 

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid 

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari 

ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid ayat 4 
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 Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3. (Jakarta 

: Balai Pustaka, 2002.), hlm. 70. 
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 Ibid., hlm. 896. 
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.Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, cetakan ke-8. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 50-52. 



 
 

 
 

yang artinya ”Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah 

maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan mu‟amalah termasuk 

perbuatan perjanjian, tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. 

Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. 

Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, 

tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah 

SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat 

sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan 

dari Allah SWT.
15

 

b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah) 

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,”Pada asasnya segala sesuatu 

itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.
16

 Kaidah fiqih 

tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:  

Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya:  

Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang 

diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah 

dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah 

itu tidak melupakan sesuatupun.
17

 

 

Hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh 

atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum 

yang melarangnya.  
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 Muhammad Syakir Aula,  Asuransi Syari‟ah Konsep dan Sistem Operasional, Cet. 1. 

(Jakarta : Gema Insani Press, 2004), hlm. 723-727 
16

 Imam Musbikin,  Qawa‟id Al-Fiqhiyah, cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) 

hlm 78 
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 Ibid, hlm. 59. 



 
 

 
 

c. Asas Keadilan (Al „Adalah) 

Dalam QS. Al-Hadid disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya: 

 

 ”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab 

dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan 
18

 

 

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk 

berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi 

perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
19

  

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan 

Hubungan mu‟amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang 

lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang 

lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari 

kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas 

persamaan dan kesetaraan.
20

 Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang 

dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan 

membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat 

dan ras.  
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 Al-Jassas, Ahkam al-Qur‟an, II. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 172 dan 294 
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 Gemala Dewi, Hukum Perikatan  Islam di Indonesia, cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana 
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e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq) 

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak 

legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak
21

. 

QS.al-Ahzab ayat 70 disebutkan yang artinya : 

”Hai orang –orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar”. 

 Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi 

para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan 

lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat 

dilarang. 

f. Asas Tertulis (Al Kitabah) 

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat 

dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi 

persengketaan
22

. Dalam QS. al-Baqarah ayat 282- 283 dapat dipahami 

bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian 

dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab 

individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. 

Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara 

tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. 
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.Mohammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam. (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm. 

123. 



 
 

 
 

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan) 

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang 

berbunyi, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.
23

 Asas ini 

mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus 

melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan 

atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar 

tercapai tujuan perjanjian. 

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan 

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang 

dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi 

para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian Dengan maslahat 

dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia 

yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan 

keluarga, serta harta kekayaan 

i. Asas Kerelaan (mabda‟ ar-rada‟iyyah) 

Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang 

dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-

masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan 
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mis-statement. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut 

dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadis 

riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: ”Sesungguhnya jual beli 

berdasarkan perizinan (rida)”. 

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH 

Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya 

perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas 

konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada 

umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara 

kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.  

j. Asas Kebebasan Berkontrak (mabda‟ hurriyah at-ta‟aqud) 

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan 

suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan 

oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka 

perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus 

dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak 

absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari‟ah Islam, maka 

perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil 

bahwa, ”Syari‟ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang 

melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan 

syarat sahnya adalah ajaran agama.”42 Dalam QS.al-Maidah ayat 1 



 
 

 
 

disebutkan, yang artinya ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

perjanjian-perjanjian itu” 

k. Asas Perjanjian Itu Mengikat  

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: 

“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-

klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram”. 

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan 

perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama 

pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai 

peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri 

dalam perjanjian.  

l. Asas Keseimbangan Prestasi 

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki 

kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini 

dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut 

prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui 

harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan 

perjanjian itu dengan iktikad baik. 

 

 



 
 

 
 

m. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda) 

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir 

QS. Bani Israil ayat 15 yang artinya,  

”….dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami 

mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) 

hukuman itu….”.  

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian 

hukum adalah tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk 

perbuatan tersebut.  

Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 

(1) KUH Perdata, yang berbunyi, ”Perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang”. 

n. Asas Kepribadian (Personalitas) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang 

yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan 

perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 

1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: ”Pada umumnya 

seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk 

dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi ”Perjanjian 

hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.48 Namun ketentuan 

ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 

KUH Perdata yang berbunyi: ”Dapat pula perjanjian diadakan untuk 



 
 

 
 

kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri 

sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat 

semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat 

mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu 

syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata 

tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk 

kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak 

daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian 

dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang 

lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang 

tersebut berwenang atasnya 

 

o. Asas Kebebasan Berkontrak  

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang 

untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai 

dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban 

umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan 

atau pasal-pasal hukum perjanjian.
24

 Misalnya menurut aturan hukum 

perjanjian, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus diserahkan 

ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut 

ditutup. Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si 
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penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si 

pembeli. 

Menurut al-Zarqa kebebasan berkontrak itu meliputi empat segi 

kebebasan yaitu:  

1. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian 

2. Tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata 

berdasarkan kata sepakata (perizinan). 

3. Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama 

4. Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian. 

 

B. ijarah dalam tinjauan fiqh muamalah 

a. Pengertian Ijarah  

Menurut M. A. Tihami, al-ijarah (sewa-menyewa) ialah akad 

(perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat 

sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, 

dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu
25

 

Dalam arti luas al-ijarah merupakan suatu akad yang berisi suatu 

penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam 

jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang 

apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa 

apabila dilihat dari segi orangnya.
26
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Al-ijarah menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan 

dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila 

yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda 

disebut ijarah al-ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila 

yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang 

disebut ijarah ad-Dzimah atau upah-mengupah, seperti upah mencuci 

baju, dalam hukum Islam sering disebut ujrah.
27

 

Menurut ulama Hanafi dan Maliki kewajiban upah berdasarkan pada 

tiga perkara yaitu : 

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam akad 

2. Mempercepat tanpa adanya akad 

3. Membayar kemanfaatan sedikt demi sedikit jika 2 orang akad 

bersepakat untuk mengakhiri upah, hal itu diperbolehkan. 

Dari definisi diatas bahwasannya ijarah dengan objek transaksi dari 

tenaga sesorang merupakan transaksi atas sumber daya manusia yang 

lazim disebut perburuan (upah kerja)
28

 

Nurimansyah Haribuan berpendapat bahwa upah adalah segala sesuatu 

macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa 
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uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan 

ekonomi.
29

 

Afzalurrahman berpendapat bahwa upah atau ujrah adalah harga yang 

dibayarkan pekerjaan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor 

produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya, dengan kata 

lain upah merupakan harga dan tenaga yang dibayar atas jasanya dalam 

produksi.
30

 

Para fuqaha di dalam mendefinisikan ijarah sangat berbeda-beda 

pendapat diantaranya : 

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah “akad untuk membolehkan 

pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang 

disewa dengan imbalan” 
31

 

2. Menurut Malikiyah ijarah adalah “nama bagi akad-akad untuk 

kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat 

dipindahkan
32

 

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang 

dimaksud dengan ijarah adalah “akad atas manfaat yang diketahui dan 
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disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang 

diketahui ketika itu.”
33

 

4. Menurut Idris Ahmad bahwa ijarah adalah “mengambil manfaat 

tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat 

tertentu.”
34

 

5. Menurut Amir Syarifuddin ijarah secara sederhana diartikan sebagai 

“transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang 

menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari sesuatu benda 

disebut ijarah al-„Ain atau sewa-menyewa. Bila yang menjadi objek 

transaksi  adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut 

ijarah al-Dzimah atau upah-mengupah.
35

 

Dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian ijarah maka para 

fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh 

syara‟, kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma‟il bin 

„Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan. 

Mereka tidak memperbolehkan ijarah karena ijarah adalah jual beli 

manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa 

diserah terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dinikmati 

sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad 

tidak boleh diperjualbelikan.
36

 Akan tetapi pendapat tersebut disanggah 
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oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun belum pada waktu belum ada, 

tetapi pada dasarnya manfaat tersebut akan terwujud, dan inilah yang 

menjadi perhatian serta pertimbangan para syara‟ 

Sedangkan ijarah menurut hukum Islam merupakan upah yang 

diberikan kepada orang yang disewa atau diburuhkan untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan yang tergolong membatu pekerjaan manusia
37

 

Upah atau ijarah dapat diklasifikan menjadi dua yang pertama, upah 

yang telah  disebutkan (ajrun mussama‟) yang kedua, upah yang sepadan 

(ajrun mitsli). Upah (ajrun mussama‟) itu syaratnya ketika disebutkan 

harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan 

upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan 

kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad 

ijarah telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.
38

 

Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut A‟jir. A‟jir 

disini merupakan seseorang/orang-orang yang bekerja untuk kepentingan 

orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan 

A‟jir disebut musta‟jir
39

. Dalam hukum Islam a‟jir dapat diklarifikasikan 

yang menjadi dua macam yaitu pertama, a‟jir khas (pekerjaan khusus) 

yang berarti a‟jir  yang bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu 
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tertentu, seperti orang yang bekerja di toko. Kedua, a‟jir musyarakah 

(pekerjaan umum) yaitu berarti a‟jir yang bekerja pada bidang kerja 

tertentu dan orang yang bekerja untuk lebih satu orang  dengan adanya 

honor sebagai upah kerja seperti tukang bangunan, tukang kayu, dan 

dokter.
40

 

Sehubung dengan transaksi ijarah yang objek transaksinya manfaat 

atau jasa dari tenaga seseorang, ini berkaitan dengan pengharagaan 

terhadap sesuatu jasa yang dilakukan atau dimiliki seseorang atas sesuatu 

prestasi yang dikerjakannya maka penghargaan atau upah yang diberikan 

harus sesuai dengan prestasi yang dikerjakannya, sesuai dengan firman 

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi : 

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَ رْضِعُوا أَوْلَادكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآءَاتَ يْتُم 
الَله بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرُ باِلْمَعْرُوفِ وَات َّقُوا الَله وَاعْلَمُوا أَنَّ   

“Dan bila kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, tidaklah ada dosa 

atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas. 

Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha 

melihat apa yang kamu kerjakan” 

 

Tujuan adanya ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada 

umat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mempunyai uang 

tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan 

membutuhkan uang. Dengan adanya sistem ija‟rah dengan objek 
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transaksinya tenaga seseorang, maka keduanya saling menguntungkan dan 

dapat memperoleh manfaatnya.
41

 

b. Dasar hukum ijarah 

Dasar-dasar yang diperbolehkannya ijarah dengan objek transaksi 

tenaga seseorang berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah  

a) Al-Qur‟an 

Berdasarkan firman allah surat Al-Qashash ayat 26 : 

رَ مَنِ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيَّ الَأمِيْنُ   قاَلَتْ إِحْدَاىُمَا ياَأبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَي ْ
 

“Salah seseorang wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia 

sebagai pekerja kita, karena orang yang baik untuk dijadikan pekerja 

ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya
42

” 

 

Selanjutnya, berdasarkan firman Allah dalam surat at-Thala‟q ayat 6 : 

 فاَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فأْتُ وْىُنَّ أُجُوْرىَُنَّ 
“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 

mereka”
43

 

 

Dari beberapa ayat di atas sudah jelas dapat disimpulkan bahwa 

apabila seseorang ingin mempekerjakan orang lain, maka seharusnya 

memilih pekerja yang kuat dan dapat dipercaya. Kemudian berilah 

upah yang sesuai kepada para pekerja. 
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b) Sunnah  

Pertama, diriwayatkan oleh Abdul Razaq dari Abu Hurairah 

رًا فَ لْيُ عْلِمْوُ أَجْرَهُ   مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِي ْ
  “ Barang siapa yang meminta menjadi buruh (pekerja), maka 

beritahukanlah upahnya”.
44

 

 

Dari Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang 

mempekerjakan orang lain, maka beritahulah upahnya dan berikanlah 

upahnya sebelum kering keringatnya dan jadilah orang-orang yang 

jujur dalam pekerjaanya.  

Dari ayat-ayat Al-Qur‟an dan beberapa Hadits Nabi telah 

dijelaskan bahwa akad ijarah  dengan objek transaksi tenaga seseorang 

hukumnya diperbolehkan, karena memang akad tersebut sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang 

memiliki banyak harta tetapi tidak memiliki waktu dan di sisi lain ada 

orang yang tidak memiliki banyak harta tetapi banyak waktu dengan 

adanya transaksi ijarah objeknya adalah tenaga seseorang. Maka orang 

yang mempunyai harta bisa meminta bantuan kepada orang yang tidak 

mempunyai harta dengan imbalan berupa upah.
45
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c. Rukun Ijarah 

Rukun-rukun ijarah adalah sebagai berikut : 

a) Musta‟jir (pihak yang mengupah) 

Musta‟jir adalah pihak tertentu baik perorangan, perusahaan atau 

kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah. 

b) A‟jir  (pihak yang diupah) 

A‟jir maupun musta‟jir tidak diharuskan muslim, Islam 

memperbolehkan seseorang bekerja untuk orang non muslim ataupun 

sebaliknya mempekerjakan orang non muslim. 

c) Shighat (akad) 

Syarat ijab qabul antara a‟jir dan musta‟jir sama dengan ijab qabul 

yang dilakukan dalam jual beli 

d) Ujrah (upah) 

Ujrah diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik 

dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.
46

 

e) Ma‟qud bih (barang yang menjadi objek) 

Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan kepada 

pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu 

syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan 

adalah jasa halal. Dilarang memberikan jasa yang haram seperti 

keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras dan 
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sebagainya. Asal pekerjaan yang dilakukan itu diperbolehkan dalam 

Islam dan aqad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam.
47

 

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul 

dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama 

rukun ijarah ada empat, yaitu : 

1. Dua belah pihak yang berakad 

2. Sighat (ijab dan qabul) 

3. Sewa atau imbalan 

4. Manfaat 

 

d.  Syarat-syarat ijarah  

Syarat-syarat ijarah sebagai berikut : 

1. Upah harus berupa Mal Mutaqawwin
48

 yang diketahui. Syarat ini 

disepakati oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwin diperlukan dalam 

ijarah, karena upah (ijarah) merupakan harga atas manfaat. Sama 

seperti harga barang dalam jual beli.  

2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma‟qud 

„alaih
49

. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang 

yang disewa, maka ijarah dengan objek transaksinya tenaga orang ini 
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tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang 

dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa 

kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian 

ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi‟iyah tidak memasukan 

syarat ini sebagai syarat ijarah.
50

 

 

e. Macam-macam ijarah  

Macam-macam ijarah ada dua macam, yakni 
51

: 

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. ijarah bagian 

pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 

2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. ijarah bagian 

kedua ini, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang dalam hal ini 

jasa layanan pengiriman barang  PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir 

(JNE) cabang Palembang termasuk ijarah atas pekerjaan. 

 

f. Berakhirnya ijarah  

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak 

memperbolehkan adanya fasakh (batal) pada salah satu pihak, karena 

ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang 

mewajibkan fasakh (batal) 
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Ijarah akan menjadi batal (fasakh) dan berakhir bila ada hal-hal 

sebagai berikut
52

 : 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 

penyewa 

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 

sebagainya 

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih) seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan 

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan 

5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti 

yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 

mencuri, maka ia diperbolehkan membatalkan sewaan itu. 

 

C. Teori Timbangan 

a. Pengertian Timbangan 

Timbangan di ambil dari kata imbang dan menimbang (Zawanu sayyia) 

yang artinya banding
53

. Secara etomologi timbangan disebut dengan mizan 

artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu masa benda. Timbang sama 

berat atau tidak berat sebelah. 
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 Hendi Suhendi, Op.Cit., hlm 122 
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 Sayid Sabiq, Op.Cit, hal 48 



 
 

 
 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah 

perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, 

alat itulah yang disebut timbangan. 

b. Jenis Timbangan 

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam 

beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya
54

: 

1. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis 

dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan 

indicator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran masa yang telah 

terskala 

2. Timbangan Digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara 

elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan 

arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar 

3. Timbangan Analog, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam 

rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang 

sayur, buah, ikan, dan sejenisnya. 

4. Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan 

perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid 

biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik. 

5. Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur 

berat badan. 
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6. Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan 

bekerja dengan prinsip tuas. 

7. Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai 

8. Timbangan duduk, timbangan dimana benda yang ditimbang dalam 

keadaan duduk atau sering disebut platform scale 

9. Timbangan Emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk 

mengukur massa emas. 

 

c. Dasar hukum timbangan  

Kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi terikat oleh 

ketentuan agama islam yang ada  dalam Al-Qur‟an dan Hadits, timbangan 

merupakan salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sehingga 

dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian.  

Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 9 : 

نَ  زَا ي مِ لْ رُوا ا سِ خْ طِ  وَلَا  تُ سْ قِ لْ ا وَزْنَ  بِ لْ وا ا مُ ي قِ  وَأَ
Artinya : 
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu. 

 

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita 

tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau 

timbangan. Setiap dalil diatas menyatakan hukum yang wajib bagi kita 

untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. 



 
 

 
 

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan 

baik dan lebih bagus akibatnya. Karena menyempurnakan takaran atau 

timbangan menjadikan rasa aman nyaman dalam kesejahteraan hidup 

bermasyarakat. Ayat ini juga mengisyaratkan kita dituntut untuk 

memenuhi secara sempurna takaran dan timbangan dengan tidak sekedar 

berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan.  

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian 

khusus dari Al-Quran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang 

lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat 

buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidak percayaan 

pembeli terhadap pedagang yang curang. 

 

d. Peraturan yang mengatur tentang timbangan 

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu 

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang 

metrologi legal. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-

mengukur secara luas sedangkan Metrologi Legal adalah metrologi yang 

mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat 

ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan 

Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal 

kebenaran pengukuran.
55

 Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. 

BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 



 
 

 
 

perlengkapannya wajib untuk ditera ulang dan syarat-syaratnya harus 

terpenuhi
56

. 

Hukum perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Menurut 

UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 a dan 

b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan 

memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat 

bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan 

timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.
57

 

  Sanksi tersebut telah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia No 2 

tahun 1981 yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan yang 

dimaksud maka dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau 

denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 
58
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 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2,  

hal. 144 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang  Metrologi Legal, 

Pasal  32 ayat 2 

 



 
 

 
 

BAB III 

PROFIL PT.  TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG 

PALEMBANG 

 

A. Sejarah Berdirinya PT. TIKI  Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
59

 

JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang 

bermakas di Jakarta, Indonesia. Nama resmi adalah Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir (Tiki JNE) tetapi namanya sudah terkenal dengan nama JNE. Nama 

itu berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti "Jalur Nugraha Ekakurir". 

Perusahaan ini salah satu perusahaan kurir yang terbesar di Indonesia. 

Pada tanggal 26 November 1990, H Soeprapto Suparno mendirikan 

perusahaan PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir. Perusahaan ini mulai sebagai 

divisinya PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) yang bergerak dalam bidang 

internasional dengan delapan orang dan uang 100 juta rupiah JNE memulai 

kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan
60

, 

impor kiriman barang, dokumen serta pengantaranya dari luar negeri ke 

Indonesia. 

Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan 

bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa 

negara Asia (ACCA) yang berpusat di Hongkong, kemudian memberi 

kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah sampai ke seluruh 

dunia karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan dan 
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 www.jne.co.id, di akses  pada tanggal  12 Januari 2017  
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 Kepabeanan menurut UU Kepabeanan & cukai adalah segala sesuatu yang 
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memperluas jaringan domestik. jaringan domestik JNE mendapat keuntungan 

persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya 

dengan  logistik dan distribusi. 

Selama setahun TIKI dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan 

yang mempunyai tujuan tersendiri dan menjadi persaingan. Pada akhirnya 

JNE menjadi perusahaan diri sendiri dengan manajemen diri sendiri. JNE 

membuat logo sendiri dan membedakannya dari TIKI. 

JNE juga membeli gedung-gedung pada tahun 2002 dan mendirikan JNE 

Operations Sorting Center. Pusat kantor JNE didirikan pada tahun 2004. 

Keduanya berada di Jakarta. Prestasi dan komitmen JNE dibuktikan dengan 

diraihnya berbagai penghargaan diantaranya 
61

: 

1. Adikarya Pos Pada Tahun 1998 

2. Adikarya Pos Pada Tahun 2001  

3. Satyalancana Wirakarya Pada Tahun 2004 

4. Superbrands Indonesia Pada Tahun 2005  

5. Anugrah Produk Asli Indonesia Pada Tahun 2008 

6. Satyalancana Wirakarya Pada Tahun 2009 

7. Western Union Award - Pertumbuhan Transaksi Tertinggi & 

Pertumbuhan Penerimaan Tertinggi Pada Tahun 2010 

8. Indonesia Brand Champion Versi Markplus Insight Kategori Silver 

Brand Champion Of Logistics Pada Tahun 2012 
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Data perusahaan  JNE 



 
 

 
 

9. Indonesia Brand Champion Versi Markplus Insight Kategori Bronze 

Brand Champion Of Most Popular Brand Dan  Silver Brand 

Champion Of Most Recommended Brand Pada Tahun 2012 

10. Sertifikasi Iso 9001 Pada Tahun 2008 Atas Sistem Manajemen Mutu  

 

B. Lokasi Perusahaan PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang 

Palembang  

 PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang berada di 

Jalan Mayor Ruslan No 04 D-E Palembang. lokasinya sangat strategis karena 

terletak di samping jalan raya, dekat dengan Bank Indonesia, dekat dengan 

Rumah Sakit, dekat dengan Rumah Makan dan sangat mudah dijangkau oleh 

siapapun. 

 

C. Visi Dan Misi PT TIKI  Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

 Dalam memiliki perusahaan maka harus mempunyai Visi dan Misi untuk 

mencapai tujuan kedepannya. Maka Visi dan Misi dari PT TIKI Jalur 

Nugraha Ekakurir (JNE) yaitu : 

Visinya adalah menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. 

Misinya adalah memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara 

konsisten. 

 

 



 
 

 
 

D. Struktur Organisasi PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang 

Palembang 

Bagan 3.1 Struktur Organisasi PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

cabang palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah dari data lapangan pada tanggal 12 desember 2016 

E. Produk PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir  (JNE) Cabang Palembang 

Layanan yang terdapat dalam JNE terdapat empat layanan dengan sistem 

yang berbeda-beda diantaranya adalah
62

 : 

1. SS ( Spesial Service ) 
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 Data perusahaan  JNE 

KEPALA CABANG 

M. DAUD 

DEPUTY HEAD 

CABANG 

(PJS) MAYENDRA 

 

 

M. DAUD 

UNIT HEAD 

SALES 

HEPNI 

UNIT HEAD 

OUT 

BOUND 

HERMANT

O 

 

UNIT HEAD IN 

BOUND 

TONI 

SULAIMAN 

 

UNIT HEAD 

MARKETING 

(PJS) ANDRI 

ALPIANSYAH 

 

UNIT HEAD 

ACCOUNTING 

MARLIZA NENI 

 

UNIT HEAD 

FINANCE 

RINI SULISIS 

TYAWATI 

 

UNIT HEAD 

HUMAN CAPITAL 

(PJS) DIAN 

MEILINDA SARI 

 

UNIT HEAD IT 

AHMAD 

MARFIROH 

 



 
 

 
 

Sering juga dikenal dengan sebutan Spesial Speed. Layanan ini 

merupakan layanan yang paling cepat yaitu menjanjikan waktu 

pengiriman barang sampai tujuan pada hari yang sama, hitungannya 13 

jam  dari pemberangkatan. Layanan ini menggunakan transportasi 

udara atau darat langsung ke tujuan. Apabila dalam 13 jam barang 

belum sampai ke tujuan maka layanan berganti menjadi layanan YES 

maka tarif juga menggunakan layanan YES. Sisa uang dari SS menjadi 

YES akan dikembalikan. 

2. YES ( Yakin Esok Sampai ) 

Dalam layanan pengiriman ini pihak JNE menjanjikan waktu 

pengiriman barang sampai tujuan dalam waktu 24 jam atau 1 hari. 

misalnya,  kirim hari ini maka keesokan harinya akan sampai pada 

tujuan. Apabila barang belum sampai keesokan harinya maka pihak 

JNE akan memberikan garansi uang kembali 100% dalam layanan SS 

dan YES tidak semua kota bisa menggunakan layanan ini hanya kota-

kota besar yang mempunyai bandara dan mempunyai penerbangan 

langsung antara kota pengirim barang dengan kota tujuan barang. Jadi, 

walaupun kota itu mempunyai bandara tetapi tidak memiliki 

penerbangan langsung maka tidak bisa menggunakan layanan ini. 

3. REG ( Reguler ) 

Layanan ini menjanjikan barang sampai ketujuan antara 2-3 hari 

dari pengiriman. layanan ini semua pelosok indonesia bisa dijangkau 

untuk pengiriman barang. 



 
 

 
 

4. OKE ( Ongkos Kirim Ekonomis ) 

Layanan ini menawarkan layanan dengan biaya ekonomis paling 

murah dari layanan-layanan yang lain. layanan ini memanfaatkan 

udara dan darat yang menghubungkan kota-kota besar, ibu Kota 

Propinsi, sampai Kabupaten. layanan ini menjanjikan barang sampai 

tujuan 5-7 hari setelah pengiriman. Ketentuan-ketentuan diatas 

merupakan pilihan pengiriman yang ditawarkan JNE, customer JNE 

bisa memilih sesuai kebutuhannya.  

Untuk mengetahui tarif pengiriman yang dituju maka pihak JNE 

memberikan fasilitas dalam mengecek ongkos kirim secara online agar 

memudahkan para customer dengan cara
63

 : 

1. Membuka website resmi  JNE yaitu www.JNE.co.id 

Gambar 3.2 website resmi JNE 
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2. Masukan alamat kota asal dan tujuan serta berat barang yang akan 

dikirim 

3. Jika sudah mengikuti langkah ke 2, maka akan keluar ongkir seperti 

gambar dibawah ini  

Gambar 3.3 website resmi JNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selain cara untuk mengecek tarif ongkos kirim melalui website 

resmi JNE di internet. Bisa juga melalui download aplikasi MY JNE di 

playstore  handphone android. Langkah-langkahnya sebagai berikut :
64

 

1. Install aplikasi My JNE di playstore 
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 Data  perusahaan  JNE 



 
 

 
 

  Gambar 3.4  aplikasi My JNE 

 

 

 
 

 

 

2. Jika selesai download. Klik open lalu akan keluar gambar seperti 

ini: 

Gambar 3.5  aplikasi My JNE 

 

 

 

 

 

 

3. Untuk mengecek tarif ongkos kirim klik bagian “from” diisi 

dengan Kota Asal dan “to”  ke Kota Tujuan. Misalnya dari jakarta 

ke pekan baru. Lalu akan keluar gambar seperti ini : 

 



 
 

 
 

Gambar 3.5 ongkos kirim melalui My JNE 

 

     

 

 

 

 

 

 

F. Kiriman yang Dilarang 

Kiriman-kiriman yang dilarang 
65

: 

1. Surat, Warkat Pos dan atau Kartu Pos. 

2. Narkotika dan atau obat-obat terlarang lainnya. 

3. Pornografi, barang cetakan/benda yang menyinggung kesusilaan. 

4. Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan 

ketertiban serta stabilitas nasional. 

5. Alkohol, minuman keras, dan makanan basah. 

6. Senjata api, pisau, dan petasan. Perhiasan, batu akik/batu-batu berharga, 

perangko, dan uang tunai, peralatan judi 
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Data perusahaan  JNE 



 
 

 
 

BAB IV 

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP MEKANISME 

PENGUPAHAN PENGIRIMAN PAKET BARANG DI PT. TIKI  JALUR 

NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG PALEMBANG 

 

A. Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur 

Nugraha Eka Kurir (JNE) Cabang  Palembang 

Dalam penghitungan pengupahan pengiriman berat barang yang akan 

dikirim, maka pihak PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir menerapkan dua sistem 

penimbangan yaitu : sistem aktual dan sistem volumetrik 

1. Sistem aktual 

Yang dimaksud dengan penghitungan aktual disini adalah 

penghitungan berdasarkan berat paket barang.  Jadi,  makin berat 

barang tersebut maka ongkos kirimnya akan makin besar. Dalam 

penghitungannya menurut Bapak Andri Alpiansyah yang 

berkedudukan sebagai kepala marketing penjualan bahwa apabila 

barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,4 kg atau 

lebih, maka dibulatkan menjadi 2 kg
66

. Sebenarnya karyawan hanya 

mengikuti aturan-aturan dari pimpinan perusahaan. Berikut ini 

prosedur pembulatan timbangan tersebut
67

 : 
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 Hasil wawancara dengan bapak Andri Alpiansyah selaku Unit Head Marketing pada 

tanggal 12 januari 2017 
67

 Hasil wawancara dengan bapak Andri Alpiansyah selaku Unit Head Marketing pada 

tanggal 12 januari 2017  



 
 

 
 

Batas berat Pembulatan 

0,1 Kg - ≤ 1,3 Kg 1 Kg 

> 1,3 kg - ≤ 2,3 Kg 2 Kg 

> 2,3 kg - ≤ 3,3 kg 3 Kg 

 

Seperti contoh saat melakukan observasi cara menetukan berat 

timbangan barang yang akan di kirim menggunakan sistem progresif 

Gambar 4.1 sistem aktual sudah terjadi pembulatan
68

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut telah tampak bahwa berat asli dari barang 

tersebut yaitu 1,55 kg. Karena berat dari barang tersebut lebih dari 1,4 

kg maka beratnya dibulatkan menjadi 2 kg 
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 Sumber gambar dari hasil observasi  lapangan pada tanggal 30 maret 2017 



 
 

 
 

2. Sistem volumetrik 

 Yang dimaksud dengan sistem volumetrik adalah apabila barang 

tersebut tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan 

hitungan volume dari barang tersebut, contoh barangnya seperti 

boneka, kerupuk, gitar, dll.  yaitu dengan mengukur ukuran (panjang, 

lebar dan tinggi)  barang yang akan dikirim tersebut dengan rumus
69

 :   

                   Dengan hasil penghitungan itu apabila hasilnya kurang dari 

3 kg maka akan mengikuti sistem aktual tetapi jika hasil penghitungan 

itu hasilnya lebih dari 3 kg maka akan mengikuti sistem volumetrik  

yaitu dengan menghitung volume barang tersebut. 

  Tabel 4.1 Nilai pembulatan dalam sistem volumetrik
70

 

Volume Pembulatan 

0,1 Kg - ≤ 1,3 Kg 1 Kg 

>1,3 kg - ≤ 2,3 Kg 2 Kg 

>2,3 kg - ≤ 3,3 kg 3 Kg 

> 3,3 kg - ≤ 4,3 kg 4 kg 

>4,3 kg -  ≤5,3 kg 5 kg 
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Dalam Rumus :  P = Panjang (cm), L = Lebar (cm), T = Tinggi (cm), merupakan  suatu 

rumus matematika yaitu rumus volume balok  
70 

Sumber data dari hasil  wawancara dengan bapak firdaus  selaku  karyawan  bagian 

penimbangan  pada  tanggal  13 januari 2017 

 P X L X T  

    6000 



 
 

 
 

 Dengan adanya sistem pembulatan volumetrik tersebut maka 

banyak customer yang keberatan dengan adanya sistem tersebut bahkan 

ada juga yang  merasa membayar lebih mahal.  

 Oleh karena itu karyawan JNE yang bertugas sebagai penimbang 

barang sering kali menyarankan kepada pihak pengirim barang agar : 

1. Menggunakan kemasan atau kardus yang sesuai dengan berat 

barangnya. Jangan memakai kemasan atau kardus yang terlalu besar 

atau longgar, kecuali apabila kemasan itu bertujuan untuk 

melindungi paket agar tidak mudah rusak karena adanya benturan. 

2. Usahakan agar barang yang akan dikirim tersebut bisa diringkas 

agar tidak memakan tempat. 

Seperti contoh saat melakukan observasi cara menentukan berat 

timbangan barang yang akan di kirim menggunakan sistem volumetrik : 

Gambar 4.3 sistem Volumetrik sudah terjadi pembulatan
71
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 Sumber gambar dari hasil observasi  lapangan pada tanggal  10 Januari  2017 



 
 

 
 

Dari gambar tersebut telah tampak bahwa panjang barang 30 cm, 

lebar 26 cm, dan tinggi 22 cm. Jika di hitung dengan sistem volumetrik, 

maka menggunakan rumus :                =              =  2,86 kg  

Karena hasilnya kurang dari 3 kg maka untuk menentukan ukurannya 

dihitung sengan sistem penghitungan aktual 

Dengan adanya pembulatan ini sebelumnya pihak JNE mempunyai 

tujuan yaitu Unit Head Marketing
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 mengatakan pembulatan ini terjadi 

karena : 

1. Memudahkan dalam menentukan tarif, artinya jika JNE memakai 

timbangan per ons maka JNE sangat kesulitan menentukan tarifnya 

misalnya 1,2 kg ada tarif tersendiri, 1,3 kg ditentukan tarif 

tersendiri. Maka JNE kesulitan karena kota yang ada di Indonesia 

sangatlah banyak. Oleh karena itu, JNE memakai patokan 

timbangan per kg 

2. Terbatasnya uang receh, artinya apabila timbangan ditentukan 

harganya sendiri misalnya, 1 kg dengan tarif 8.000, Maka  apabila 

1,1 kg menjadi 8.800. begitupun selanjutnya. Dengan ini sangat 

menyulitkan bagi karyawan dan konsumen untuk mencari pecahan 

uang receh. 

3. PPN sudah di tanggung oleh pihak JNE, artinya konsumen tidak 

perlu lagi tertipu dengan tarif yang sudah ada.  
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P X L X T 

    6000 

30 X26 X 22 

       6000 



 
 

 
 

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan 

Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI  Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

Cabang Palembang 

Di dalam jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir 

(JNE) Cabang Palembang sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga 

seseorang dalam bertransaksi terutama dalam pengiriman barang. Di dalam 

fiqh muamalah termasuk akad ijarah yang objek transaksinya menggunakan 

tenaga seseorang yang sering di kenal dengan sebutan akad ijarah (upah-

mengupah). Dalam transaksinya konsumen menjumpai pihak JNE untuk 

mengirim barang saat akan melakukan transaksi konsumen terlebih dahulu 

diberikan pilihan servis apa yang akan diinginkan oleh konsumen dalam 

mengirimkan barangnya, yaitu terdapat empat servis diantaranya OKE, REG, 

SPS, dan YES. Setelah memilih salah satu dari servis tersebut maka barang 

akan segera di timbang. Setelah barang di timbang pihak JNE 

memberitahukan berat asli dari penimbangan barang tersebut dan 

memberitahukan pembulatan timbangan tersebut kepada konsumen. Jika 

konsumen sepakat dengan pembulatan tersebut. Maka pihak JNE langsung 

menentukan tarif pengupahan pengiriman barang. 

Dari transaksi yang ada pada JNE di dalam akad telah sah karena telah 

memenuhi rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah sebagai berikut : 

1. Musta‟jir (pihak yang mengupah) 

Di dalam transaksi yang dilakukan di JNE maka yang menjadi 

pihak musta‟jir ialah para konsumen 



 
 

 
 

2. A‟jir (orang yang diberi upah) 

yang berkedudukan sebagai a‟jir adalah pihak JNE karena sebagai 

pekerja 

3. Shighat (akad ijab qabul) 

Dalam transaksi di JNE sudah ada akad antara a‟jir dan musta;jir 

kerena kedua belah pihak sudah saling sepakat atas tarif yang 

diberikan oleh JNE 

4. Upah  

Upah yeng diberikan oleh konsumen kepada pihak JNE di awal 

akad sebelum barang dikirim. 

5. Barang yang menjadi objek 

Barang yang menjadi objek transaksi harus halal. Didalam 

peraturan pengiriman barang di JNE. Pihak perusahaan 

menerapkan aturan tersendiri terhadap barang yang boleh dikirim 

dan barang yang tidak boleh dikirim.  

 

Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari‟ah ada 15 

diantaranya adalah : 

1. Asas ilahiah atau Asas Tauhid 

2. Asas Kebolehan 

3. Asas Keadilan 

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan 

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran 



 
 

 
 

6. Asas Tertulis 

7. Asas Kepercayaan 

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan 

9. Asas Kerelaan 

10. Asas Kebebasan Berkontrak 

11. Asas Perjanjian Itu Mengikat 

12. Asas Keseimbangan Prestasi 

13. Asas Kepastian Hukum 

14. Asas Kepribadian 

15. Asas Kebebasan Berkontrak 

Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah 

دَليِْلٌ عَلىَ تحَْرِيْمِهاَ  الأصَْلُ فيِ المُعَامَلةَِ الِإبَاحَةُ الاَّ أنَْ يدَُ لَّ   

“Hukum asal  semua bentuk muamlah adalah boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang Mengharamkannya.” 

 

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, 

pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama 

(mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang 

tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan 

riba.
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ا قدُ   ع  اهُ ب ااتَّ م  ز  ا إ لت  تُهُ م  يْج  ت  ن  اق د  يْن  و  ع  ي المُت  ض  قْد  ر  صْلُ ف ي الع 
 الأ 

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang 

Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.” 
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Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.1, hlm. 128-137. 



 
 

 
 

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, 

transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. 

Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan 

terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.  

 

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah: 

 الأصَْلُ فيِ العُقوُدْ رِضَا المُتعََاقدَِ يْهِ 

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak.” 

 

 

Menurut bapak Hermawan selaku konsumen dari JNE sangat merugikan 

dan tidak adil bagi beliau khususnya para pembisnis dan sangat 

menguntungkan bagi pihak JNE, karena pembulatan yang digunakan dalam 

JNE yaitu pembulatan ke atas dan ke bawah. Contoh pembulatan ke atas 

adalah berat barang >1,4 kg dibulatkan menjadi 2 kg. Jadi, konsumen merasa 

rugi 6 ons
74

. Sedangkan pembulatan ke bawah adalah berat barang < 1,3kg 

dibulatkan menjadi 1 kg. Jadi, pihak JNE hanya menanggung 3 ons. Grafik 

antara pembulatan ke atas dengan ke bawah itu tidak seimbang antara pihak 

JNE dengan konsumen. 

 

Faktor lain yang merugikan para konsumen yaitu bahwa tidak semua 

karyawan JNE yang menjadi kasir memberlakukan sistem pembulatan 

tersebut sesuai dengan ukurannya adapula karyawan apabila berat timbangan 

masih 1,3 kg itu sudah dibulatkan menjadi 2 kg.  

Dengan adanya sistem pembulatan, pihak JNE memberikan alasan-alasan 

dengan berlakunya pembulatan di jasa pengiriman barang JNE yang 

imbasnya kepada konsumen sebagai pemakai jasa pengiriman barang. 
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Dengan alasan-alasan tersebut menurut para konsumen alasannya sangat 

tidak bijak karena masih ada sistem yang lain yang digunakan tanpa harus 

merugikan konsumen. 

Seperti halnya bisa diberlakukan mamber card yang dapat diisi ulang jadi 

setiap transaksi langsung menggunakan mamber card dan tarif dari barang 

tersebut tinggal mengurangi saldo dari mamber card tersebut. Dengan adanya 

alasan menghindari uang receh, alasan tersebut sangat tidak bijak bagi 

konsumen karena dengan saran yang diberikan tersebut maka kedua belah 

pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Dari penjelasan permasalahaan yang telah dibahas oleh penulis. Maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang berdasarkan  

Penimbangan yang digunakan pada PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir 

(JNE) Cabang Palembang yaitu terdapat dalam dua sistem yaitu aktual 

dan volumetrik. Dalam sistem aktual berlakunya sistem pembulatan 

keatas dan kebawah. Dalam sistem volumetrik berlaku hitungan volume 

dari barang tersebut.  

2. Menurut fiqh muamalah dalam mekanisme Pengupahan Pengiriman 

Paket Barang berdasarkan  Penimbangan yang terjadi di PT. TIKI Jalur 

Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang memberlakukan pembulatan 

kebawah dan keatas yang diberlakukan kepada konsumen. Didalam 

transaksi yang dilakukan antara pihak JNE dengan konsumen adalah sah 

dan telah memenuhi rukun dan syarat dari ijarah. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan 

masalah yang telah di bahas tersebut, adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

menerapkan pembulatan timbangan yang seadil-adilnya contohnya 

1,550 kg dibulatkan menjadi 1,6 kg. Sesuai dengan rumus pembulatan 

nominal angka matematika.  



 
 

 
 

2. Apabila timbangan 1 kg dengan tarif 8.000, Maka 1,1 kg menjadi 

8.800 diberlakukan pembulatan harga menjadi 9.000. Begitupun 

selanjutnya.  Dengan demikian konsumen tidak merasa dirugikan 

akibat diberlakukan pembulatan harga tersebut. 

3. Diharapkan untuk memberlakukan member card yang dapat di isi 

ulang dengan ini maka apabila bertransaksi tinggal mengurangi saldo 

dari member card tersebut tanpa harus kesulitan mencari uang receh.  

 

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai 

kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis meyadari bahwa untuk 

menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam. bukanlah hal yang mudah, 

akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan dan ketekunan, 

sedangkan kemampuan yang penulis miliki sangatlah terbatas, meski telah 

diusahakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan karya ini. 

Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Amin  
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